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2 http://www.kucoba.com/2015/09/kata-kata-bij ak-dari-berbagai-sumber.html
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RINGKASAN

Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember; Mussriani Ariyanti, 090910201101; 2016;
84 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan llmu Administras
Fakultas Ilmu Sosia dan [Imu Politik Universitas Jember.

Masalah kemiskinan sampal saat ini masih menjerat bangsa Indonesia. Oleh
karena itu pemerintah berusaha mengatas masalah itu dengan mengeluarkan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penulis memfokuskan pada
bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) karena di dasari kepercayaan,
tanggung renteng dan kebersamaan. Program ini ditujukan khusus untuk kaum
perempuan yang memiliki pengadministrasian sederhana seperti kelompok penggjian
dan arisan. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan sekaligus membantu
perekonomian keluarga tersebut. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan
pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa Plalangan
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat Kabupaten
Jember pada tanggal 17 Maret sampai dengan 17 Mel 2016. Penulis menggunakan
tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari informan inti yakni anggota
kelompok SPP. Jenis data yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi. Data yang dihasilkan akan di analisis dengan menggunakan analisis
interaktif menurut Milles dan Huberman.

Hasil penelitiannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan (SPP)
di Desa Pldangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember kurang berjalan dengan
maksimal karena ada anggota kelompok SPP belum bisa berdaya guna. Hal ini
terlihat dari adanya kelompok yang lancar dan macet dalam pengembalian dana SPP.
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Penggunaan yang berbeda-beda dari setigp anggota kelompok SPP. Belum
mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi dan belum mampu mengakses
manfaat kesgahteraan hal ini dapat dilihat dari pinjaman yang tidak tepat sasaran,
tidak sesuai dengan ketentuan kelompok SPP yang berhak menerima pinjaman , dana
yang diperoleh kelompok berbeda-beda, ada yang jumlah besar dan kecil sehingga
hal ini yang menyebabkan anggota kelompok kurang optimal dalam mengembangkan
usaha dengan kata lain anggota kelompok tidak menunjukkan adanya kemampuan
dalam bidang Ekonomi dan K esgjahteraan.

Kesimpulannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan di desa
Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tidak semuanya berjalan maksimal
karena masih ada pengembalian uang SPP kurang dari 100% karena pemanfaat tidak
menggunakan dengan semestinya. Pihak Unit Pengelola Kegiatan dan Tim Verifikasi
diharapkan lebih selektif agar program tepat sasaran.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosia yang ada di tengah
masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang,
permasalahan kemiskinan sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Miskin sering
diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya baik pangan, sandang, dan papan. Daerah-daerah di Indonesia khususnya
daerah yang masih tergolong daerah pedesaan dengan kondis ekonomi yang
cenderung berada dalam lingkaran kemiskinan, hal ini berkaitan dengan tingkat
kesgjahteraan para penduduk. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang
perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan
membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini Iebih dipicu karena masih banyaknya
masyarakat yang mengalami pengangguran.

Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh beberapa ha antara lain rendahnya
kualitas angkatan kerja, akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal,
rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumberdaya yang tidak efisien
dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain dari berbagai pendapat di atas,
kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin,
seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha,
dan kondis fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor
yang datang dari luar diri si miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas,
kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas,
kebijakan yang tidak berpihak dan lainnya. Sebagian besar faktor yang menyebabkan
orang miskin adalah faktor eksternal (Maipita, 2013).
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Daam masyarakat suatu negara kadang sering dibedakan antara masyarakat
perkotaan, rural community dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya
tidak mempunya hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam
masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari
kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahga, pengaruh dari kota secara relatif tidak
ada. Warga suatu masyarakat perdesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan
lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat kota. Sistem
kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk
masyarakat perdesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya
tukang kayu, tukang genteng dan batu, tukang membuat gula dan bahkan tukang catut
(ingat sistem ijon), tetap inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan
disamping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan sgja, oleh karena bila tiba
masa panen atau menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera
ditinggalkan (Basrowi, 2005:59).

Maka munculah istilah pemberdayaan yang semakin populer dalam konteks
pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan juga dapat dipandang
sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat.
Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagal kegiatan yang dapat mendorong
kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat,
menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan
kearifan-kearifan lokal sebagai moda sosia, serta mengubah mind set masyarakat
untuk berdaya dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya
merupakan pembangunan sosial, harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung
oleh semua unsur mulai pemerintah, anggota legidatif, perguruan tinggi, dunia usaha,
LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media masa. Pemberdayaan yang tepat
harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan
pendayagunaan (Anwas, 2013:48). Menurut Ife (2008:130),

“Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang
dirugikan (the disadvantaged). Pernyataan ini mengandung dua konsep
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penting, keberdayaan dan yang dirugikan yang masing-masingnya perlu

dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan

sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM”.

Pemberdayaan difokuskan pada pendayagunaan semua potensi yang dimiliki,
cara memelihara habitat sosial di sekitarnya, budaya dan lingkungan, serta cara
memahami dan membela hak-haknya sendiri. Langkah pertama dalam pemberdayaan
kaum perempuan adalah meningkatkan kemampuan pribadi perempuan untuk
bertindak sebagai individu. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan status
perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang akan berdampak langsung pada
peningkatan status sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat dalam
mengatas kemiskinan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasiona
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 yang dahulu disebut
Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya
untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya
dalam pembangunan diri, oleh dan untuk rakyat. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan
kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur
masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan
evaluasi. Mealui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian
masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga
mereka bukan sebaga obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan
kemiskinan karena terbukti efektif. Untuk memperluas penyebaran pemberdayaan
terhadap masyarakat, maka muncullah program PNPM Mandiri Pedesaan yang
diharapakan nanti hasilnya dapat membangun masyarakat merata hingga ke daerah
terpencil.(Sumber:http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content& tas
k=view& id=439& Itemid=119.

PNPM  Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di perdesaan dengan
menggunakan strategi pemberdayaan. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki beberapa
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program yaitu kegiatan pendidikan masyarakat, kegiatan kesehatan masyarakat,
kegiatan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, dan kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) untuk kelompok perempuan. Kegiatan pendidikan masyarakat
ditujukan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kualitas SDM dengan
menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Kegiatan kesehatan
masyarakat didasari atas kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi
permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan penyuluhan
kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana
prasarana kesehatan lingkungan. Bidang prasarana misalnya, perbaikan jalan,
jembatan, pasar desa, air bersih, dan lain-lain yang dapat mendukung peningkatan
ekonomi, dergat kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat serta memperhatikan
aspek keberlanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang
selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun
tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan. Salah satu prinsipnya adalah kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian
prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiagp tahapan program dan
dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian
kesgjgjaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Berangkat dari gagasan kesetaraan dan keadilan gender, PNPM Mandiri
Perdesaan memiliki program pemberdayaan perempuan dalam bentuk kegiatan
Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah
satu program pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan
penggangguran bagi perempuan atau ibu rumah tangga yang tergabung dalam
kelompok dengan memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan dalam proposal
yang digjukan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan

permodalan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Program ini sasaran
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utamanya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan
kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam
perempuan yang sudah ada di masyarakat. Kegiatan SPP ini mengikutsertakan
perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan selama ini tidak diberdayakan
padahal hubungan peran seorang perempuan dengan kesgahteraan itu berbanding
lurus. Jika perempuan dapat mengatur semuanya kesejahteraan dapat tercapai.
Perempuan disini diberi pinjaman dana (modal) untuk memperlancar usaha yang
mereka miliki dan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam bidang SPP ini,
semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada
dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan dalam peminjaman tidak ada jaminan.
Ketentuan kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah sebagai
berikut. (Aturan Teknis Perguliran, 2016:02 )

Mempunyai susunan pengurus.

Mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Mempunyai kelengkapan administrasi keuangan.
Berumur minimal 1 tahun.

Mempunyai jadwal pertemuan rutin.

Kelompok harus legal diakui oleh pemerintah setempat.
Memiliki usaha.

NouokrwdrE

Pada umumnya kegiatan perempuan ini untuk membuka usaha dengan tujuan
agar pinjaman kelompok mudah dikembalikan untuk digulirkan kembali ke kelompok
lainnya. Kalau dalam pelaksanaannya bermasalah maka satu desa tersebut atau satu
kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan program itu lagi. Tumbuhnya
kemandirian usaha masyarakat menjadi tujuan utama di samping tersedianya
prasarana memadal dalam usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya kaum
perempuan.

Jenis kegiatan SPP adalah memberikan tambahan dana modal kerja bagi
kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan
pengelolaan dana pinjaman. Disinilah kaum perempuan dilatih untuk memiliki sikap

mandiri serta mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga Indonesia
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yang lebih sgjahtera. Dengan adanya program SPP, ibu rumah tangga mendapatkan
penghasilan tambahan sehingga bisa membantu meningkatkan kesgahteraan
keluarga. Tidak sedikit keluarga yang mampu meningkatkan taraf hidup dan
kesgahteraannya setelah mereka memanfaatkan modal usaha PNPM Mandiri
Perdesaan. Sudah saatnya SPP menjadi agen pembangunan yang memfasilitas dan
memotivas keterlibatan perempuan di dalam merumuskan kebijakan di segala aspek
kehidupan di tingkatan masyarakat serta kesgahteraan keluarga, terutama dalam
aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di Kabupaten Jember tercatat, tahun 2015 terbentuk 4.187 jumlah kelompok
Simpan Pinjam Perempuan dengan modal awal senilai Rp 36.987.597.500 dan modal
awal ini masih terus bergulir. Data tersebut dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 1.1 Hasil Kegiatan Perkembangan Dana Bergulir/Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Moda Awal (Rp) Aset saat ini (Rp) Jumlah Jumlah Tingkat

No Kecamatan Kelompok Pemanfaat Pengembali
an (%)

1. Mumbul sari 1.714.272.500 2.858.424.107 144 1.790 87,67%
2. Ledokombo 1.057.125.000 2.496.959.779 146 1.045 88,50%
3. Sumberjambe 1.633.550.000 2.843.502.446 149 1.548 89,29%
4. Bangsal sari 2.269.000.000 5.296.587.409 148 2.024 90,64%
5. Sukowono 1.454.850.000 3.025.696.042 195 1517 90,71%
6. Kalisat 1.329.850.000 3.007.831.114 162 2.082 91,77%
7. Pakusari 1.163.800.000 2.767.566.677 207 1535 92,02%
8. Gumukmas 1.062.150.000 1.812.255.954 86 900 93,86%
9. Sukorambi 1.038.050.000 2.181.879.129 127 1.010 94,85%
10. Silo 1.675.400.000 3.463.875.956 154 2.153 96,23%
11. Tanggul 1.765.800.000 3.594.766.154 122 1184 96,35%
12. Arjasa 1.950.700.000 3.666.380.479 177 1531 96,37%
13. Puger 1.035.300.000 2.397.491.361 140 1.216 96,75%
14. Panti 1.040.750.000 2.309.472.710 164 1.235 97,11%
15. Sumberbaru 1.768.300.000 2.957.835.277 142 1.196 97,17%
16. Mayang 1.735.650.000 4.150.402.927 189 2.233 97,48%
17. Ajung 1.382.650.000 2.862.577.905 201 2.044 97,55%
18. Jombang 1.798.500.000 3.616.701.911 186 1974 97,56%
19. Jelbuk 1.170.900.000 4.476.232.415 195 2.567 97,94%
20. Jenggawah 1.398.800.000 3.234.390.700 168 1.703 98,18%
21 Rambipuji 1.453.050.000 3.203.821.244 181 2134 98,67%
22. Balung 1.577.800.000 3.036.231.358 162 1.466 99,31%
23. Kencong 1.773.300.000 4.690.183.717 164 1.766 99,56%
24, Semboro 709.050.000 1.576.465.088 141 915 99,85%
25. Umbulsari 924.700.000 1.927.526.404 92 702 99,87%
26. Wuluhan 1.104.300.000 2.866.250.915 245 1.884 100,00%

Sumber: Laporan Bapemas Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 26 Kecamatan di Kabupaten
Jember memiliki prosentase yang berbeda. Kecamatan yang prosentase 100% dapat
dikatakan dalam peminjaman dana SPP sangatlah bagus sedangkan yang tidak
mencapal 100% masih ada jumlah peminjaman yang belum dikembalikan. Peneliti
memilih Kecamatan Kalisat karena Kecamatan Kalisat memiliki jumlah prosentase
91,77% dengan jumlah pemanfaat 4 terbanyak Se- Kabupaten Jember yaitu 2.082
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dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini membuktikan SPP dapat berjalan di
Kecamatan Kalisat. Adapun prosentase dari kegiatan SPP di Kecamatan Kalisat
adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Laporan Pengembalian Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

No Kelompok Jumlah Pemanfaat Prosentase Pengembalian (%)
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gambiran 1.335 1.480 1614 1846 906 89,6 91,1 91,9
2. Plalangan 814 1.001 1147 1416 979 95,2 98,2 9,8
3. Ajung 1.461 1.673 1884 2356 881 9,5 97 97,3
4, Glagahwero 331 399 442 543 75,6 72,8 74,6 784
5. Sumber Jeruk 521 554 554 559 92 85,6 85,6 85,7
6. Gumuksari 634 644 644 644 91,9 87,3 87,8 87,8
7. Patempuran 763 976 1143 1327 977 9,9 92,8 87,3
8. Kalisat 1.347 1553 1765 2165 949 94,1 95,3 95,8
0. Sumber Ketempa 615 771 828 840 93,2 91,9 88,8 87,8
10. Sukoreno 270 270 29 536 86,2 78,7 773 82,9
11. Sumber Kalong 707 824 876 991 96,5 92,2 91,4 92,3
12. Sebanen 247 247 247 333 92,6 78 78 81,8

Sumber: Laporan Pengembalian SPP Tahun 2012-2015

Berdasarkan data di atas terlihat dengan jelas prosentase pengembalian SPP
dengan arti jika jika prosentase semakin besar dikatakan bagus atau sangat baik
dalam pengembalian pinjaman. Kecamatan Kalisat ini terdiri dari dua belas desa yaitu
Desa Ajung, Desa Glagahwero, Desa Sebanen, Desa Plalangan, Desa Gambiran, Desa
Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa Sukoreno, Desa Sumber Jeruk,
Desa Sumber Kalong, dan Desa Sumber K etempa.

Dalam penelitian ini Peniliti memfokuskan pada Desa Plalangan yang telah
menerima dana SPP dari awal dan dalam proses pengembalian terlihat lancar
dibandingkan dengan desa lainnya dan memiliki jumlah pemanfaat yang semakin
bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, Desa Plalangan merupakan desa dengan
tingkat kemiskinan masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya di
Kecamatan Kalisat. Hal ini dapat dibuktikan oleh data di bawah ini.
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Tabel 1.3 Data Penduduk miskin di Kecamatan Kalisat

No Desa

Jumlah Penduduk Miskin
1 2 3
1. Plalangan 1.159
2. Patempuran 1.120
3. Sumber Ketempa 1.052
4, Ajung 1.010
5. Kalisat 906
6. Gambiran 902
7. Sumber Jeruk 713
8. Sukoreno 679
9. Gumuksari 602
10. Glagahwero 588
11. Sumber Kalong 530
12. Sebanen 515

Sumber: Data Sekunder Kecamatan Kalisat 2015

Fenomena yang terjadi di Desa Plalangan adalah terdapat perbedaan sebelum
dan sesudah perempuan mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Sebelum
mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, perempuan banyak yang
bergantung pada penghasilan suami yang rata-rata hanya bekerja sebagai buruh tani.
Perempuan ada pula yang mempunyai usaha belum mengikuti SPP namun modalnya
kecil sehingga usahanya menjadi tidak berkembang dan dalam kondis darurat
memaksa perempuan untuk meminjam uang dari pihak lain yaitu bank harian dengan
bunga yang besar. Bank harian merupakan alternatif utama perempuan untuk
meminjam karena tidak mempunyai pilihan lain sehingga belum selesai mengatasi
kondisi keuangan keluarganya, perempuan telah terbelit hutangnya ke bank harian.

Setelah beralih dari bank harian, kontribusi besar diberikan oleh perempuan
dengan memanfaatkan modal SPP untuk meningkatkan kesgahteraan keluarga.
Perempuan di Desa Plalangan bisa mengembangkan potensinya terutama dalam
bidang informal misalnya membuka berbagai usaha warung, toko, usaha krupuk, dan
berbaga usaha lainnya yang akhirnya dapat memberikan penghasilan tambahan untuk
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membeli keperluan dalam rumah tangga tanpa harus membebani suami. Jika
sebelumnya perempuan hanya menunggu penghasilan suami yang relatif kecil untuk
membeli kebutuhan dalam rumah tangga, maka sekarang setelah mempunyal
penghasilan sendiri perempuan bisa membeli barang kebutuhan secara mandiri tanpa
menunggu penghasilan suami yang tidak menentu. Jumlah kelompok SPP di Desa
Plalangan yaitu sebanyak 22 kelompok sebagaimana data di bawah.

Tabel 1.4 Data Kelompok SPP Tahun 2016 Desa Palalangan

No. Nama K etua Kelompok Usaha Pinjaman

1.  Fitriya Nurul Islam 1&2 Warung Rp 49.500.000,00
2. Lilis Al Hidayah 1&2 Mindreng Rp 15.000.000,00
3. Lailip Khoirunissa 1& 2 Tani Rp 22.200.000,00
4.  Siti Aisyah DasaWisma?2 Peracangan Rp 18.000.000,00
5. NurHasanah  JayaMakmur Jual IlkanHias Rp 6.000.000,00
6. NurHasanah AL Fatah Guru Rp 26.300.000,00
7. Siti Fatimah Ahrommah 1&2 Guru Rp 47.000.000,00
8.  Tutik Arifah Nurul Makrifah B Mindreng Rp 9.000.000,00
9 Suyinah Annisak Rongsokan Rp 11.000.000,00
10. Qurrotul Aini Nurus Shofa Jual Mie Rp 21.000.000,00
11.  Suwarni Kamboja Jual Mie Rp 5.000.000,00
12.  Susydti PKK Desal1&2 - Rp 16.500.000,00
13.  Nur Muslimat - Rp 6.600.000,00
14. Siti Fatimah Muslimat Ahhromah - Rp 34.500.000,00
15.  Nurul DamaDahlia 28 Warung Rp 8.000.000,00
16. Vita Dahlia 28B - Rp 7.000.000,00
17. Farida DasaWisma Jual Rujak Rp 18.000.000,00

Sumber: Laporan Pengembalian SPP Desa Plalangan

Data di atas adalah data kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
yang masih aktif dan masih berjalan sampai saat ini ada 17 kelompok sedangkan yang
tidak boleh mengagukan pinjaman lagi ada 7 kelompok artinya kelompok tersebut
macet dalam pengembalian uang SPP.

Kelompok yang macet rata-rata dikarenakan masalah kurang tepatnya warga

yang pantas untuk menerima dana SPP. Masalah ini muncul ketika penulis
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melakukan wawancara awal di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,

masalah yang disampaikan oleh Tim Verifikas yaitu Ibu Siti sebagal berikut.
“Anggota kelompok SPP untuk tahun 2016 berjumlah 22 orang.
Masing-masing berbeda jumlah anggotanya perkelompok. Y aah,
yang menerima SPP tidak semua masyarakat miskin mbk, usahanya
ya macam-macam paling banyak peracangan, ada juga yang jual
bakso, cilok, jualan di sekolah. Dari 22 kelompok tidak semua
pinjam untuk usahanya sendiri, ada yang cuma pinjam nama, artinya
nama sgja yang digunakan buat pengajuan mendapat pinjaman, nanti
uang pinjamannya digunakan untuk usaha suami atau menantu atau
anaknya atau saudaranya. Jadi, karena uang pinjaman yang didapat di
SPP tidak digunakan sendiri akhirnya usaha yang dimiliki anggota
SPP tidak berkembang pesat”. (Wawancara 25 Maret 2016).

Pertimbangan peneliti dalam memilih program SPP di Desa Plalangan
kecamatan Kalisat dikarenakan pada program Simpan Pinjam khusus Perempuan
peneliti menemukan adanya kesenjangan yang berwujud pada penyimpangan fungsi
dana pinjaman oleh anggota. Anggota yang tergabung dalam kelompok SPP tidak
sepenuhnya pinjaman digunakan untuk usaha sendiri, adapun anggota kelompok SPP
yang mengatas namakan untuk pengajuan mendapatkan dana pinjaman akan tetapi
dana pinjam tersebut digunakan untuk keperluan usaha keluarga lainnya seperti usaha
suami ataupun sanak saudara dan ada anggota kelompok yang tidak mempunyai
usaha tetapi anggota tersebut tetap lolos verifikasi dan mendapatkan bantuan dana.
Selain itu tidak seluruhya yang mendapatkan pinjaman adalah rumah tangga miskin,
hal tersebut yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan dana.

Dari 22 kelompok 7 kelompok diantaranya tidak sesuai dari yang semestinya
ditetapkan yaitu yang seharusnya dana pinjaman di gunakan untuk usaha akan tetapi
di gunakan untuk di buat untuk keperluan lain di luar usaha. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam tabel 1.5
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Tabel 1.5 Data Kelompok SPP yang Macet dalam Pengembalian

No Nama Ketua K elompok Keterangan

1.  Susyati PKK Desal&2 Pinjaman digunakan untuk TKW

2. Nur Muslimat Tidak mempunyai usaha

3. Siti Fatimah Muslimat Usaha anggota macet

Ahhromah

4. Nurul DamaDahlia28 Pinjaman digunakan untuk biaya Rumah

sakit
. Vita Dahlia28B Tidak mempunyai usaha

6. Farida DasaWisma Pinjaman digunakan untuk membangun

rumah

Sumber: Data Primer dan wawancara yang diolah tahun 2016

Hal ini diperkuat oleh Ibu Nur ketua kelompok Muslimat yang menyatakan:

“Saya minjam di SPP awalnya buat modal suami dagang bakso, tapi
yaa di buat beli beras, buat bayar sekolah. Sebenarnya saya enggak
punya usaha, jadi minjam ya atas nama. Jadinya sekarang bingung
mau ngembalikan terus usaha bakso juga macet aias sudah
bangkrut”. (Wawancara tanggal 27 April 2016).

Pernyataan dari hasil wawancara di atas diperkuat oleh Ibu Nur Hasanah
selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagal berikut.

“Anggota SPP yang meminjam tidak sepenuhya dana pinjaman
digunakan untuk moda usaha dirinya sendiri, ada yang dibuat
tambahan keluarganya, ada yang minjam atas nama istri buat usaha
suami. Malah ada yang di pake sendiri jadi pas pengembalian susah
buah ngembalikannya”. (Wawancaratanggal 02 Mei 2016).

Latar belakang inilah yang membuat peneliti ingin mendeskripsikan
bagaimana pemanfaatan dana ssmpan pinjam khusus perempuan di desa Plalangan
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
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1.2 Perumusan M asalah

Daam setiap pendlitian, ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu
perumusan masalah. Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian
karena suatu penelitian selalu berangkat dari suatu permasalahan yang ada didalam
masyarakat. Masalah menjadi pedoman kerja dalam suatu penelitian.

Menurut Sugiono (2005:32), “Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan
antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. ”Perumusan masalah
diperlukan untuk memperoleh penyelesaian yang akurat. Hal ini seperti yang
dikemukakan Sugiono (2005:325) bahwa, ”Setelah masalah yang akan diteliti itu
ditentukan (variabel apa sgja yang akan ditdliti, dan bagaimana hubungan variabel
satu dengan yang lain) dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat maka
masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. "Rumusan masalah
merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti oleh
peneliti (Jonn W Creswell:191)". Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam
penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana Pemanfaatan Dana Simpan
Pinjam khusus Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Pen€litian

Setiap penelitian memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian
digunakan untuk lebih memperinci dan memperjelas apa yang nantinya akan diteliti.
Jika tidak mempunyai tujuan maka penelitian itu tidak akan terarah karena tidak
dapat menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu penelitian harus
mempunyai tujuan tertentu dan tujuan tersebut menjadi pedoman dalam penelitian.
Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai daam penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa
Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
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1.4 Manfaat Pendlitian

a Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi kepustakaan
bagi yang berkepentingan pada umumnya khusunya dalam bidang [Imu
Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis
Memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam melihat pelaksanaan program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di
Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

c. Manfaat Pribadi
Bermanfat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus
sebagal salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan

menyel esaikan studi pada program studi 1lmu Administrasi Negara.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam upaya pembahasan masalah suatu penelitian, akan memerlukan suatu
konsep atau pemandangan yang benar dan jelas, guna memperoleh jawaban atas
pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan unsur penelitian yang paling besar
peranannya dalam penelitian adalah konsep karena dengan adanya konsep inilah
penelitian mencoba untuk menerangkan fenomena sosiad yang menjadi pusat
penelitian. “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposi yang
berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan
antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramakan
fenomena”. (Kerlinger dalam Sugiono 2008:41).

Konsep digunakan untuk menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan
suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling keterikatan. Konsep yang bersifat
abstrak banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Dalam memahami teori
haruslah terlebih dahulu memahami tentang pengertian konsep. Melalui konsep,
peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan
menggunakan satu istilah untuk beberapa kgadian yang berkaitan satu dengan yang
lainnya. Dengan demikian tujuan konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan
pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan
mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Berdasarkan paparan di
atas maka konsep-konsep yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.

2.1 Kemiskinan

2.2 Konsep Pembangunan

2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan
2.4 Kerangka K onseptual
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2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian,
sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat (penduduknya) berada pada standar
hidup yang rendah (Kabul Santoso, 1992). Pada kajian standar hidup rendah yang
digolongkan sebagai penduduk miskin di Indonesia dikonotasikan sebagai rumah
tangga penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

Konsep kemiskinan menurut Rudolf S Sinaga dan Benyamin White (1980)
terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (natural poverty) dan kemiskinan
buatan (artificial poverty). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul
sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat
perkembangan teknologi yang sangat rendah sedangkan kemiskinan buatan Iebih erat
hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu
sendiri. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada
membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan
fasilitas-fasilitas secara merata.

Berbagai konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk
melukiskan mengenai kemiskinan. Suyanto (1996:1) membedakan kemiskinan
menurut jenisnya dan penyebab yang melatar bel akanginya yaitu sebagai berikut.

a) Kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan berapa persen dari
pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas
pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasiona yang
diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

b) Kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut
dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,

seperti : sandang, pangan, papan, pemukiman dan pendidikan.
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Di Indonesia usaha untuk memahami kemiskinan lebih didominasi oleh
penggunaan konsep kemiskinan absolut. SMERU (dalam Suharto et a., 2004.7-8)

mengungkapkan, Kemiskinan sendiri memiliki beberapaciri diantaranya,

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9

Ketidak mampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi.

Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk
pendidikan dan keluarga).

Kerentaan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal.
Rendahnya kwalitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.

K etidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal

dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, Davic Cox (2004:1-6)
dalam Suharto (2005:132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi

antaralain.

1)

2)

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisas menghasilkan
pemenang dan ada yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara
mau sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin
terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan
persyaratan globalisasi.

Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten
(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan

(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),
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kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan
kecepatan pertumbuhan perkotaan.

3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak,
dan kelompok minoritas.

4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-
kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik,

bencana alam, kerusakan ligkungan dan tingginya jumlah penduduk.

2.2 Pembangunan

Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan,
pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Susanto, 2008).
Menurut Misra (1981), pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan
nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Ini menunjukkan
bahwa pembangunan bukan sga pada pertumbuhan ekonomi semata namun yang
lebih penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial, dan lingkungan
meningkat lebih bak. Pada awa tahun 1990-an muncul gagasan tentang
pemberdayaan penduduk yang hasilnya diukur dengan Indek Pembangunan Manusia
(Human Development Indeks). Indikator HDI yaitu rata-rata usia harapan hidup
seseorang dihitung sejak saat kelahirannya. Kedua, rata-rata tingkat pendidikan yang
ditempuh oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun dan angka melek huruf. Ketiga,
kemampuan ekonomi penduduknya diukur dengan angka pendapatan rata-rata
penduduknya.

Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, tahun 2000 kepala negara dari seluruh
dunia atas studi dan kessimpulan PBB sepakat untuk mengarahkan dan mengukur
pembangunan berbasis manusia dan masyarakat itu dalam suatu paket yang disebut
sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada delapan kesepakatan dalam
MDGs yang akan ditindak lanjuti di setiap negara, yaitu: (1) pengurangan kemiskinan
dan kelaparan, (2) pencapaian pendidikan dasar umum, (3) mempromosikan

persamaan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan, (4) mengurangi kematian
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anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan
penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelangsungan lingkungan hidup, dan (8)
mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.

Daam MDGs yang menjadi titik sentral pembangunan adalah manusia, atau
pembangunan berpusat pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan
manusia sebagai titik sentral menurut Suyono (2009) yaitu menjadikan penduduk
yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas,
terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, dan mampu dan memiliki
pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Pembangunan yang berpusat pada manusia
juga harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Menurut Siagian (2003:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh
oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan
(development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti
politik, ekonomi, infranstruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan
dan budaya (Alexander dalam Siagian, 2003:4). Mardikanto (2012:2) menyatakan
bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki
kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki
kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi secaraterus menerus. Berdasarkan
definisi di atas, pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan
berkelanjutan dalam rangka menuju perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi
sebelumnya.

Siagian (2003:4) menyampaikan suatu pembangunan penting untuk
dilakukan, seperti berikut.

a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan
rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari
tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain
merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut,
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seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan
akan diperoleh.

. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu
untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya
seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar
dan hanyaterjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai pembangunan.

Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang,
jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan
berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan
pada jangka waktu tertentu di masa depan.

. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara
bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan
kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna
bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam
menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka
waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan
sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang
sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan
status quo yang ada.

Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan
antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya,
cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik
dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus
tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang

dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-
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aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu

pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi

pembangunan yang akan ditempuh.

f. Modernitas yang ingin dicapa melalui berbagai kegiatan pembangunan per
definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup
seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah
dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan
bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya
dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang
sgjgar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi
yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara
bangsalain tersebut.

Adapun dalam mangemen pembangunan dijelaskan, mangemen
pembangunan adalah mangjemen publik (negara) dengan ciri tertentu, seperti juga
administrasi pembangunan adalah administrasi publik dengan ciri tertentu, seperti
juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang memiliki ciri
tertentu pula. Untuk analisis mang emen pembangunan dikenali beberapa fungs yang
cukup nyata, yakni (1) perencanaan, (2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya, (3)
pengerahan (menggerakkan) partisipass masyarakat, (4) pengganggaran, (5)
pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, (6) koordinasi,
(7) pemantauan dan evaluasi, dan (8) pengawasan. (Kartasasmita, 1997:48).

2.3 Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Masalah-masalah publik dapat terjadi bila masyarakat belum atau tidak
berdaya. Ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup pada
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akhirnya dapat menjerumuskan mereka pada masalah publik seperti kemiskinan.
Sennet et a. (dalam Suharto, 2005:61) menyatakan,

“ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik,
ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan maupun emosional”.
dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya
ketegangan fisik.”

Berdasarkan pernyataan di atas maka dibutuhkan peran pemerintah untuk
mengatasi permasalahan publik salah satunya yaitu melalui kegiatan pemberdayaan.
Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengena definis pemberdayaan,

Soeharto (2005:59) menyatakan bahwa,

“pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasukindividu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki
kekuasaan atau mempunya pengetahuan dan kemampuan daam
memenuhi  kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,
maupun sosia, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya”.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa transfer daya
yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap
kegiatan pemberdayaan pasti memiliki tujuan, namun pada dasarnya, inti dari
pemberdayaan adalah membentuk kemandirian. Hal ini sgjalan dengan pendapat
Winami (dalam Sulistiyani, 2004:79) yang mengungkapkan bahwa, inti dari
pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat
potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Selanjutnya
Sulistiyani (2004:80) menjelaskan,

“tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut melipuiti
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka
lakukan tersebut...ditandar oleh kemampuan untuk memikirkan,
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memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari pemberdayaan itu
mengarah kepada tercapainya masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, dapat kita
ketahui bahwa sasaran dari suatu pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak
berdaya. Menurut Suharto (2005:60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa
dimasukkan ke dalam kategori sebaga kelompok tidak berdaya. Pertama adalah
kelompok lemah secara struktural. Adapun contoh yang termasuk di dalam
kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender. Kemudian yang kedua adalah
kelompok lemah khusus semisal anak-anak, manula, masyarakat tersaing. Terakhir
adalah kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami permasal ahan
pribadi dan atau keluarga.

Kartasasmita (daam Mardikanto dan Purwoko, 2012:163) menyatakan
bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat
tidak dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek
dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan
harus megikuti pendekatan sebagai berikut:

a Upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut
pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan
program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan
kebutuhannya.

b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan
oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan
masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni
supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan
kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan
keberdayaan (emperowing) masyarakat dengan pengalaman dalam
merancang, melaksanakan, mengel ola, dan mempertanggungjawabkan upaya

peningkatan diri dan ekonominya.
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c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri — sendiri
masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah — masaah yang
dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlau luas kalau
penaganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung
dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari
penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha
antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus
menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan

memaj ukan.

2.3.2 Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional,
maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan
seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan
sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa
sgjadari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Suharto 2005:63) menyatakan
bahwa.

“Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan
mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan
mengakses manfaat kesgahteraan, dan kemampuan kultural dan
politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi dergjat
kekuasaan, yaitu: kekuatan di dalam (power within), kekuasaan untuk
(power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan
(power with)”.

Berdasarkan pendapat Schuler, Hashwmi, dan Riley tersebut lebih lanjut dapat
digambarkan keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari tingkat keberdayaan
dengan kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat tersebut adalah perempuan yang
memiliki usaha. Berikut adalah tabel tingkat keberhasilan masyarakat yang dilihat

berdasarkan indikator keberdayaan.
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Jenis hubungan Kekuasaan

Kemampuan ekonomi

Kemampuan mengakses

Kemampuan kultural dan

manfaat kesejahteraan politik
Kekuasaan di dalam: Evaluasi positif terhadap | - Kepercayaan diri dan - Assertiveness dan otonomi
Meningkatkan kesadaran kontribusi ekonomi kebahagiaan - Keinginan untuk

dan keinginan untuk
berubah

dirinya
Keinginan memiliki
kesempatan ekonomi

- Keinginan memiliki

kesejahteraan yang setara

- Keinginan membuat

menghadapi subornisasi
gander termasuk tradisi
budaya, diskriminasi hukum

yang setara keputusan mengenai diri dan pengecualian politik

Keinginan memiliki dan orang lain - Keinginan terlibat dalam

kesamaan hak terhadap - Keinginan mengontrol proses-proses budaya,

sumber yang ada pada jumlah anak hukum dan politik

rumah tangga dan

masyarakat
Kekuasaan untuk: Akses terhadap - Keterampilan, termasuk - Mobilitas dan akses terhadap
Meningkatkan kemampuan keuangan mikro kemelekan huruf dunialuar rumah
individu untuk berubah: Akses terhadap - Status kesehatan dan gizi | - Pengetahuan mengenai
meningkatkan kesempatan pendapatan - Kesadaran mengenai dan proses hukum, politik dan
untuk memperoleh akses Akses terhadap aset-aset akses terhadap pelayanan kebudayaan

produktif dan kesehatan produksi - Kemampuaan

kepemilikan rumah
tangga

Akses terhadap pasar
penurunan beban dalam
pekerjaan domestik,
termasuk perawatan
anak

- Ketersediaan pelayanan

kesejahteraan publik

menghilangkan hambatan
formal yang merintangi
akses terhadap proses
hukum, politik dan
kebudayaan

Kekuasaan atas: perubahan Kontrol atas - Kontrol atas ukuran - Aksi individu dalam
pada hambatan-hambatan penggunaan pinjaman konsumsi keluargadan menghadapi dan mengubah
sumber dan kekuasaan pada dan tabungan serta aspek bernilai lainnya persepsi budaya kapasitas
tingkat rumah tangga, keuntungan yang dari pembuatan dan hak wanita pada tingkat
masyarakat dan makro: dihasilkan keputusan keluarga keluarga dan masyarakat
kekuasaan atau tindakan Kontrol atas aktivitas termasuk keputusan - Keterlibatan individu dan
individu untuk menghadapi produktif keluarga yang keluarga berencana pengambilan peran dalam
hambatan-hambatan lainnya - Aksi individu untuk proses budaya, hukum dan
tersebut Kontrol atas aset mempertahankan diri politik

produktif dan dari kekerasan keluarga

kepemilikan keluarga dan masyarakat

Kontrol atas alokasi

tenaga kerja keluarga

Tindakan individu

menghadapi

diskriminasi atas akses

terhadap sumber dan

pasar
Kekuasaan dengan: Bertindak sebagai model | - Penghargaan tinggi - Peningkatan jaringan untuk

Meningkatnya solidaritas
atau tindakan bersama
dengan orang lain untuk
menghadapi hambatan-
hambatan sumber dan
kekuasaan pada tingkat
rumah tangga masyarakat
dan makro

peranan bagi orang lain
terutama dalam
pekerjaan publik dan
modern

Mampu memberi gaji
kepada orang lain
Tindakan bersama
menghadapi
diskriminasi pada akses
terhadap sumber
(termasuk hak atas
tanah), pasar dan
diskriminasi gander
pada kontek ekonomi
makro

terhadap dan peningkatan
pengeluaran untuk
anggota keluarga

- Tindakan bersama untuk

meningkatkan
kesejahteraan publik

memperoleh dukungan pada
saat kritis

- Tindakan bersama untuk
membela orang lain
menghadapi perlakuan salah
dalam keluarga dan
masyarakat

- Partisipasi dalam gerakan-
gerakan menghadapi
subordinas gander yang
bersifat kultural, politis,
hukum pada tingkat
masyarakat dan makro

Sumber: Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Mardikanto 2012:292)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

Indikator pemberdayaan yang tersgji dalam tabel di atas tidak digunakan

seluruhnya. Indikator yang digunakan adalah jenis hubungan kekuasaan dilihat dari

sektor kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan.

Sedangkan indikator dalam sektor kemampuan kultural dan politik tidak sesuai

dengan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang SPP yaitu menciptakan daya guna

dan kemandirian bagi anggota kelompok SPP.

Indikator kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat

kesgjahteraan dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikuit.

A. Indikator kemampuan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

1

Bertambahnya modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan
produktivitas usaha ekonomi masyarakat misalnya warung, peracangan,
dan lain-lain.

Kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman, kemudian akses dalam
meningkatkan pendapatan, kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan
rumah tangga.

Kontrol atas penggunaan pendapatan dan memiliki kemampuan untuk
mengembangkan usahanya serta dapat bertindak dalam pemecahan
hambatan-hambatan yang terjadi.

Dapat memberi |apanagan kerja bagi orang lain dan bekerja sama dengan

orang lain dalam mengembangkan usahanya.

B. Indikator kemampuan dalam mengakses manfaat kesgjahteraan adalah sebagai
berikut.

1

Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena
mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan
sosial dengan orang lain.

Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta
menambah pendapatan keluarga

Kontrol atas konsumsi keluarga
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2.3.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Indonesia telah memulai program pemberdayakan kaum
perempuan sgjak tahun 1978. Indonesia telah membentuk Menteri Muda Urusan
peranan Wanita, kemudian meningkat menjadi Menteri Negara Urusan Peranan
Wanita dan terakhir Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan hingga sampai saat
ini tahun 2010. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia yang secara
langsung memenuhi amanat sidang PBB pada Juni 2000 di New York tentang
Kesetaraan dan Keadilan Gender (MENUP PW:2002). Keseriusan pemberdayaan
perempuan di Indonesia di dasarkan pula pada delapan tujuan pembangunan dunia”
yang sering disebut dengan The Millenium Development Goals” (MDGs),
diantaranya adalah: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai
pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu,
(6) memerangi HIV/AIDS Malaria dan Penyakit menular lainnya, (7) memastikan
kelestarian lingkungan hidup, dan (8) membangun kemitraan global untuk
pembangunan (Laporan Perkembangan MDGs Indonesa 2005 dalam
Wrihatmol0:2006).

Pada kesempatan koferensi tingkat dunia yang lain, pemerintah Indonesia
telah meratifikast Convention on the Elimination of All form Discrimination Against
Women (CEDAW), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu
kebijakan yang dituangkan dalam misi peberdayaan perempuan sebagai berikut.

Peningkatan kwalitas hidup perempuan diberbagai bidang strategis.

Penggal akan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.

Penghapusan segal a bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Penegakan Hak Azazi Manusia (HAM) bagi perempuan.

Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi
perempuan.

agrwNPE
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Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
daam pembangunan nasional dan pemerintah menyikapi ha ini  dengan
mengeluarkan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan
(RIPNAS PP) 2000-2004. Berdasarkan RIPNAS PP, pemberdayaan perempuan
merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses
dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosia budaya, agar
perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu
berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu
membangun kemampuan dan konsep diri (Cressent:2004:52).

2.5 Alur Pendlitian

| PNPM Mandiri Perdesaan

A 4
Kegiatan Fisik: Bidang Pendidikan,
Kesehatan. Pembanaiinan

A 4
| Kegiatan Non-Fisik: UEP dan SPP

v

Kegl atan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
Pengembangan potensi kegiatan smpan pinjam
Kemudahan akses pendanaan usaha

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar

Penguatan kelembagaan kegiatan kaum perempuan
Penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM)

v

| Indikator Pemberdayaan |

§ | l

ahwNE

Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran 1. Kemampuan ekonomi
dan keinginan untuk berubah 2. Kemampuan mengakses manfaat
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan kessjahteraan

individu untuk berubah: meningkatkan
kesempatan untuk memperoleh akses

Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-
hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat
rumah tangga, masyarakat dan makro:

3. Kemampuan kultural dan politik

kekuasaan atau tindakan individu untuk v
menghadapi hambatan-hambatan tersebut q Terwujudnya Masyarakat Mandiri
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas d

atau tindakan bersama dengan orang lain
untuk  menghadapi hambatan-hambatan
sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah
tangga masyarakat dan makro
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya
karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis
daam memecahkan suatu masalah sesual dengan ketentuan yang ada. Dengan
menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan peneliti dapat memperoleh
data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penelitian menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu masalah. Menurut
Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu
menggunakan metode penelitian yang sesua dengan obyek yang diteliti agar
memperoleh hasil yang benar. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, bab ini secara
berurutan akan menguraikan,

a. fokus pendlitian,
b. tipe pendlitian,
c. tempat dan waktu penelitian,
d. teknik penentuan informan,
e. teknik dan alat pengumpulan data,
f. teknik analisis data,
g. teknik menguji keabsahan data.

3.1 Fokus Pendlitian

Dalam pendlitian kualitatif diperlukan adanya pembatasan masalah agar
memudahkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2012:93)
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masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan adanya
fokus, maka peneliti dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data.
Dari fokus yang jelas dan mantap, Peneliti dapat membuat keputusan yang tepat
tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun
mana yang akan dibuang. Dalam penelitian ini, pendliti lebih memfokuskan untuk
mendeskripsikan pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa
Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

3.2 Tipe Pendlitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, (2012:4)
menyatakan bahwa:

“Metodologi kualitatif sebagal prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata — kata tertulis atau lisan dari orang — orang dan
perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar
dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis,
tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:1), metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, (sebagai |lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebaga instrument kunci, tehnik pengumpulan data yang
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,
dan hasil penelitian kualitatif Iebih menekankan makna daripada
generalisasi.”

Tipe pendlitian sendiri menurut Nawawi dan Martini (dadam Ardiansyah,
2010:38) adalah prosedur pemecahan masalah yang disdidiki  dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang,
berdasarkan fakta — fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.3Lokas Pendlitian
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Lokas penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebaga obyek
penelitian, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan. Menurut buku Pedoman
Penulisan Karya lImiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian
mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan.
Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mengumpulkan data. Pada
penelitian ini, tempat penelitian yaitu Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten
Jember. Penelitian dilaksanakan padatanggal 17 Maret sasmpai 17 Mel 2016.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Moleong (2012:132) mengemukakan bahwa “informan adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informas tentang situas dan kondis latar
penelitian. Jadi, orang tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar
penelitian”.

Daam pendlitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun
menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam
penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan
yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Pengertian purposive
menurut Sugiono (2011:216) purposive sampling adalah “Teknik penentuan sumber
data pada orang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan
tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan. Hasil penelitian tidak akan digeneralisaskan ke populasi karena,
pengambilan sampel tidak diambil secara random”.

Penentuan informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu
sgja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta
memahami betul permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian. Menurut
Moleong (2012:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut.

a. Meaui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh
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masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijgaki sampa terjadi
informan yang disodorkan itu berperan ganda

Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan
wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang
dikemukakan di atas.

Kriteria untuk menetukan informan menurut Faisal (dalam Sugiono,

2011:221) adalah sebagai berikut.

a

Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi,
sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.

Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti.

Mereka yang mempunyal waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi  hasil
“kemasannya”sendiri.

Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancaral informan yang terpilih

melalui teknik purposive sampling. Seperti penjelasan di atas informan yang terpilih

dalam penelitian ini yaitu.

Ibu Siti selaku Tim Verifikasi

Ibu Nur Hasanah selaku Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Ibu Fitriya Ketua Kelompok Nurul Islam

Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah

Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa

Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2

Ibu Nur Hasanah K etua Kelompok Jaya Makmur

Ibu Nur Hasanah K etua Kelompok Al Fatah

© N o g k& w0 DN PP
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9. lbu Siti Fatimah Ketua Kelompok Ahrommah 1

10. Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B
11. Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak

12. 1bu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa

13. Ibu Suwarni Ketua Kelompok Kamboja

14. 1bu Susyati Ketua Kelompon PKK Desa

15. Ibu Slamet Ketua Kelompok Muslimat

16. Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28

17. Ibu Vita Ketua Kelompok Dahlia 28B

18. Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2012:157) sumber data utama
daam pendlitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah
data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah
data yang sudah diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu sgja. Agar data ini
dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan
data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.
Untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini.

1. Observasi.

Menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan “Pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah
penelitian”. Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2011:226) menyatakan bahwa
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observas adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi. Menurut Faisal (dalam Sugiono, 2011:226) mengklarifikasikan observasi
menjadi tiga, yaitu: observas partisipatif, observas terang-terangan dan tersamar,
dan observasi tak berstruktur.

Pada observas partisipatif terbagi menjadi empat, yaitu observasi partisipasi
pasif, observas partisipass moderat, observasi partisipasi aktif dan observasi
partisipasi lengkap. Hal ini, peneliti memilih observasi partisipatif dengan jenis
observas pasif dan observas partisipas moderat. Observas partisipas pasif adalah
peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam
kegiatan tersebut. Observasi partisipas moderat artinyaterdapat keseimbangan antara
peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data
ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiono,
2011:227). Penditi memilih observas partisipas pasif karena peneliti hanya
mel akukan pengamatan tentang pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan
Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

2. Wawancara.

Menurut Moleong (2012:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer)
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Sedangkan maksud wawancara menurut Lincoln dan Guba (daam Moleong
2012:186) adalah sebagai berikut.

1. Mengkontruksi mengenal orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivas,
tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

2. Merekonstruks kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.

3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami pada masa-masa

yang akan datang.

4. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari
orang lain, bailk manusia maupun bukan manusia (triangulasi).

5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi  yang
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.
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Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari
keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.
Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat interview guide
sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang di
gjukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data.
Kegiatan pengumpulan data dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan
penelitian, dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber yang lain.

Pada penelitian ini, peneliti  membutuhkan dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan topik penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan
yaitu: foto, data tentang desa penerima program di Kabupaten Jember, peraturan
yang berkaitan dengan pel aksanaan program.

4. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

mempelgari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur

yang relevan dengan bahasan penelitian.
3.6 Teknik Analisis Data

Nasution (dalam Sugiyono, 2011:89) menyatakan analisis telah mulai sgjak
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung
terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan
pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu.

Menurut Miles and Hubberman (dadam Sugiyono, 2011:246),
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data
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Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai
dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data yang diperoleh dari
hasil wawancara tersebut berupa catatan dan hasil dokumentasi berupa foto
serta hasil rekaman wawancara melalui ponsel, selanjutnya akan dilakukan
penulisan hasil wawancara dalam bentuk transkip wawancara.

. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke
lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, ompleks dan rumit.
Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal — ha yang pokok,
memfokuskan hal — hal yag penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
datasel anjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sgenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yag telah difahami tersebut.
. Conclusion: drawing/verifying

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti — bukti yang kuat yag mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti — bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
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kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,
karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kuaditatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti
berada dilapangan. Komponen -komponen analisis data tersebut, kemudian oleh
Miles dan Huberman disebut dengan model interaktif yang digambarkan sebagai
berikut.

Data
Display

Data
Collection

»

[y
a3

Data

Reduction

Conclusion drawing
/verivication

Gambar 3.1: analisis dengan menggunakan mode! interaktif
Sumber: Sugiyono 2011

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Bagi seorang peneliti, dalam sebuah peneitian teknik untuk menguji
keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya proses
pemeriksaan keabsahan data maka dapat diketahui hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat dipercaya atau tidak. Hasil penelitian dapat dipercaya apabila
didapatkan data-data yang valid. Mengingat pentingnya hal itu maka proses
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pemeriksaan keabsahan data dirasa sangat perlu dalam penelitian ini. Moleong
(2012:327) mengemukakan bahwa bahwa teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari
sebagai berikut.

Perpanjangan keikutsertaan.

K etekunan atau kegjegan pengamatan.
Triangulasi.

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.
Analisis kasus negatif.

-~ o o 0 T @

Pengecekan anggota.
Uraian rinci.
Auditing.

> @

Pada penelitian ini menggunakan teknik menguji keabsahan data berupa
triangulasi. Hal ini karena penelitian ini merupaka penelitian kualitatif deskriptif yang
dimana untuk mengecek kebenaran data dari informan penulis perlu memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data yang didapat sebagai pembanding terhadap data yang di
dapat dari informan sehingga triangulasi dirasa paling cocok dengan penelitian ini.
Menurut Moleong (2012:330)

“triangulasi  merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Denzin (dalam Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik,
teori. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi
dengan sumber. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber berarti
membandingkan dan mengecek balik dergat kepercayaan suatu informasi yang
diperolen melaui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
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Selanjutnya Patton (dalam Moleong, 2012:330) mengungkapkan triangulasi dengan

sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatkan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikataknnya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau
meninggi, orang berada, orang pemerintahan.

e. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kessmpulan

Dari hasil proses penelitian beserta pembahasan yang telah disgjikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Simpan Pinjam khusus
Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember bak karena
terlihat dari prosentase pengembalian SPP cukup tinggi yaitu 96,8% dan memiliki
pemanfaat terbanyak. Manfaat dari adanya pinjaman program SPP adalah untuk
meningkatkan modal usaha yang mereka miliki, dengan adanya penambahan modal
usaha yang dimiliki diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak hanya untuk modal usaha sgja, dana pinjaman yang diterima ada yang
dipergunakan untuk membantu suami menambah modal usaha.

Namun dalam realisasinya peneliti menemukan beberapa pemanfaat
menggunakan uang SPP yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi
digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga pada waktu pengembalian
tidak tepat waktu. Selain itu pemanfaat SPP belum bisa seluruhnya mengontrol atas
penggunaan pinjaman dari SPP dan belum memiliki tabungan serta keuntungan yang
dapat dikelola lebih untuk meringankan masalah ekonomi keluarga. Dana SPP selain
digunakan untuk modal usaha digunakan untuk keperluan akan sandang, pangan, dan
papan serta membantu usaha suami.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat
melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Desa Plalangan Kecamatan Kalisat
Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut.
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. Memberikan modal pinjaman sesuai dengan kebutuhan setiap anggota
kelompok untuk mengembangkan usahanya.

. Diharapkan pemanfaat |ebih mampu untuk mengolah atau mengatur keuangan
sehingga lebih berdaya.

. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Verifikas diharapkan lebih selektif
dalam menyeleksi calon penerima dana SPP.

. Pihak UPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap dana SPP sehingga
jelas penggunaannya yaitu untuk  mengembangkan usaha kelompok SPP.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Kemampuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

a. Bertambahnya Moda Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan dan

Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi
Manfaat apa yang anda dapat dari adanya Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) terhadap perekonomian anda?
Apa yang mendorong anda untuk mengikuti program Simpan Pinjam
khusus Perempuan (SPP)?

b. Kemudahan Akses dalam Mendapatkan Pinjaman, Kemudahan Akses dalam
Meningkatkan Pendapatan dan Kemudahan dalam Pemenuhan Kebutuhan
Rumah Tangga

Dengan adanya program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
apakah beban perekonomian dalam rumah tangga berkurang?

c. Kontrol Atas Penggunaan Pendapatan dan memiliki kemampuan untuk
mengembangkan usaha serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan-
hambatan yang terjadi

Digunakan untuk apa sgja uang dari SPP selain untuk tambahan
modal usaha? A pakah ada keuntungan yang di dapat?

d. Memberi Lapangan Kerja Bagi Orang Lain dan Bekerja Sama dengan Orang
Lain dalam Mengembangkan Usahanya

Apakah dengan mendapatkan program SPP anda dapat memberikan
lapangan pekerjaan atau pendapatan bagi orang lain?

2. Kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Manfaat K esgahteraan
a. Mempunya kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena mampu
memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan sosial dengan

orang lain
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Dengan adanya tambahan moda dari SPP apakah anda dapat
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
b. Mempunya keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta
menanmbah pendapatan keluarga
Apakah di daam pengembangan usaha pemanfaat di beri pelatihan?
Jikaiya dalam bentuk apa?

c. Kontrol atas konsumsi keluiarga

Dengan adanya tambahan modal dari program SPP, hasil dari usaha

anda apakah digunakan untuk tambahan modal atau digunakan untuk
keperluan lainnya?
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ATURAN TEKNIS PERGULIRAN
KECAMATAN KALISAT-KABUPATEN JEMBER
PROCRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN

PASAL

Waktu pelaksanaan perguliran

Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ( SPP ) dalam PNPM-MP dilaksanakan
setiap bulan

PASAL 2
Jenis Perquliran

Dana simpan pinjam perempuan hanya boleh digulirkan untuk kegiatan SPP

PASAL 3
Kelompok Peminjam

1. Kelompok yang dapat mengajukan pinjaman adalah :
a. Kelompok SPP adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) dan
pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
b. Kelompok Uszha Bersama ( KUB) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan
‘ usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok
" ¢. Kelompok Aneka Usaha ( KAU ) adalah kelomipok yang anggotanya mempunyai
usaha bermacam-macam atau yang dikelola secars individual oleh asing-
masing anggota
2. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut
a. Mempunyai susunan pengurus
b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam
¢. Mempunyai kelengkapan administrasi keuangan
d. Berumur minimai 1 tahun
e. Mempunyai jadwal pertemuan rutin
f.
9

Kelompok harus legal diakui oleh pemerintah setempat
Memiliki usaha

PASAL 4
Kelompok Partisipasi

1. Kelompok yang berpartisipasi dalam perguliran dana adalah kelompok SPP

yang telah melunasi angsurannya sesuai dengan jadwal angsuran yang telah
direncanakan .

2. Kelompok yang poleh mengajukan usulan:

a. Kelompok lama dengan pemanfaat lama,dengan syarat sudah melunasi
seluruh pinjaman :
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b. Kelompok lama dengan pemanfaat baru, dengan syarat sudah melunasi
pinjaman bulan tersebut pada sazat akan digulirkan dengan angsuian
sebesar 100% dari total target pengembalian

c. Kelompok baru dengan syarat sesuai aturan PNPM sebagaimana pasal 3
ayat 2 ' .

Persyaratan kelompok calon pemanfaat perguliran adalah sebagaimana yang

tertuang dalam Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) PNPM dan

penjelasannya ‘ »

Jumlah anggota dalam satu kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang

PASAL S5
Usulan/Proposal Kelompok

Proposal pengajuan perguliran harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa
dan Ketua BPD

Kelengkapan dokumen usulan terdiri dari: Cover,surat pengantar dari desa
yang ditujukan ke PjOK melalui UPK, surat permohonan kredit oleh kelompok,
rencana angsuran kelompok,pernyataan tanggung renteng dan kuasa
pemindahbukuan, fotocopi KTP yang masih berlaku,daftar  calon
peminjam/anggota pemanfaat

Administrasi kelengkapan lainnya ditanggung oleh peminjam

Penyerahan usulan/proposalkelomipok kepada UPK berdasarkan iadwal yang
telah ditentukan

Proposal yang masuk ke UPK akan dicatat dalam daftar tunggt

Setiap pencairan perguiiran dana SPP, UPK harus melibatkan Ketua TPK

PASAL 6
Verifikasi Usulan

Setiap usulan yang masuk ke UPK harus melalui tahap verifikasi dengan
tujuan melihat kembali kelayakan usaha kelompok anggotanya, dengan
Kriteria layak kredit dan layak potensial serta tidak layak sesuai dengan
ketentuan PNPM

Proposal yang akan diverifIkasi adalah yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana tertuang dalam pasal 5 diatas.

Rekomendasi Tim Verifikasi akan diberikan apabila semua kelengkapan
proposal sudah dipenuhi oleh kelompok

Usulan yang direkomendasi layak oleh Tim Vefifikasi akan disampaikan ke —
Tim Pendanaan untuk ditentukan alokasi dananya
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PASAL 7
Tim Pendanaan

. Tim pendanaan terdiri dari anagota masyarakat yang dipilih oleh peserta

penuh MAD perguliran.

Personil tim pendanaan terdiri dari 2/3 dari jumlah desa seKecamatan 8
orang)

. Tim pendanaan harus bermusyawarah dengan PjOK, BKAD, FK, UPK dan BP-

UPK atas dasar rekomendasi tim verifikasi untuk menentukan alokasi dana.

PASAL 8
Tim Verifikasi

. Tim verifikasi terdiri dari anggota masyarakat atau instansi pemerintah yang

memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan
simpan pinjam ( SPP )

Personil tim verifikasi dibentuk di Kecamatan berjumlah antara 3 orang,
terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau disesuaikan
dengan kebtuhan _

Tim verifikasi harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan luas dan
tidak memihak kepada salah satu kelompok atau desa

Dalam melakukan kegiatan verifkasi, tim verifikasi harus didampingi oleh
pengurus UPK

PASAL ©
Tim Penyehatan Pinjaman

. Tim Periyehatan Pinjaman terdin dari anggota masyarakat yang memiliki

pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan simpan
pinjam ( SPP )

Personil tim penyehatan pinjaman dibentuk di Kecamatan berjumlah antara
5 orang, terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau
disesuaikan dengan kebutuhan.

Tim Penyehatan Pinjaman bergerak di tunggakan pengembalian kategori
kolektibilitas V, karena tunggakan dibawah kolektibilitas V adalah tanggung
jawab UPK.

Tim Penyehatan Pinjaman harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan
luas dan tidak memihak kepada salah-satu kelompok atau desa.~— —— -
Dalam melakukan kegiatan penagihan ke kelompok harus didampingi oleh
pengurus
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PASAL 10
Tata Cara Perguliran Dana

UPK membuka kesempatan kepada semua desa yarg memenuhi persyaratan
untuk mengajukan perguliran

Usulan disusun oleh kelompok untuk diajukan ke UPK dan akan dicatat oleh
UPK sebagai daftar tunggu, kemudian akan diverifikasi oleh tim verifikasi dan
hasil rekomendasinya akan disainpaikan ke tim pendanaan.

Prioritas sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 diatas ditentukan
berdasarkan persyaratan perguliran dan penilaian tim verifikasi serta
disepakati oleh forum MAD perguliran

Pendanaan usulan berdasarkan urutan prioritas dan disesuaikan dengan
saldo UPK yang akan digulirkan

. Apabila saldo di UPK tidak mencukupi maka usulan dicatat dalam daftar
tunggu

Usulan daftar tunggu akan didanai apa bila saldo UPK telah mencukupi untuk
digulirkan kembali pada usulan yang masuk dalam daftar tunggu.

Usulan desa yang masuk dalam daftar tunggu di UPK akan diberlakukan
sesuai dengan ayat 3,4 dan 5 sebagaimana tesebut di atas.

PASAL 11
Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman yang diterapkan dalam MAD Perguliran ini adalah
menggunakan system perhitungan bunga tetap.
Bosarnya jasa pinjaman adalah 1,5% perbulan

PASAL 12

Angsuran

. Angsuran pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan atau
kesanggupan pengembalian dari kelompok.

Jangka waktu pengembalian angsuran pinjaman 10 bulan.

Angsuran jasa pinjaman dibayar setiap bulan bersama dengan pokok
_pinjaman.

Dalam pembayaran angsuran,yang diperhitungkan terlebih dahulu adalah -
jasa pinjamannya.
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5. Kelompok harus membayar angsuran langsung kepada UPK tidak boleh
dititipkan

" PASAL 13 -

Besar Pinjaman

Besarnya pinjaman kelompok disesuaikan dengan jenis usaha, kelayakan
usaha,dan kesanggupan pengembalian pinjaman.Untuk pemanfaat baru maksimal

RP. 1.000.000 dan pemanfaat lama maximal Rp. 3.000.000

PASAL 14
IPTW

Insentif Pengembalian Tepat waktu ( IPTW ) akan diberikan kepada kelompok
yang membayar angsurannya tepat waktu/tepat tanggal dan tidak pernah
mempunyai tunggakan sampai dengan pelunasan ( 10 bulan ) dan 1IPTW yang
diberikan adalah sebesar 10 % dari jumlah total jasa pinjaman atau sama dengan 1
('satu ) kali jasa pinjaman dan waktu penyerahannya apabila sudah lunas ( 10 Kali).

PASAL 15

#injaman Bermasalan

Kriteria pinjaman bermasalah di PNPM didasari oleh indikator lamanya

.tunggakan dari kelompok ke UPK dengan Kriteria sebagai berikut:

1. Apabila kelompok mempunyai tunggakan selama 3 bulan berturut-turut

2. Tunggakan akibat tida berfungsinya kelompok dikarenakan kelompok
bubar, konflik pengurus.

PASAL 16
Sanksi

1. Apabila kelompok tidak bisa melunasi angsurannya dalam waktu 3 buian
setelah jatuh tempo, maka kelompok yang bersangkutan tidak boleh
berpartisipasi lagi dalam perguliran dana

2. Kelompok sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 diatas tetap
diwajibkan harus melunasi pinjaman

3. Kelompok yang mempunyai tunggakan selama 3 bulan atau lebih, maka
UPK bersama PjOK, pengurus BKAD dan pengawas UPK akan

menindaklanjuti dengan investigasi langsung kepada kelompok

4. Apabila dari investigasi ditemukan adanya unsure kesengajaan untuk tidak
membayar angsuran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PASAI 17
Administrasi dan Pelaporan Kelompok

1. Kelompok berkewajiban membuat atau mengisi bukis administrasi yang
telah ditentukan oleh UPK dan melaporkan kegiatan kelompok tersebut .
setiap bulannya ke UPK pada waktu pembayaran angsuran

2. Kelompok sekurang-kurangnya dalam 2 bulan sekali mengadakan
pertemuan kelompok dengan disertai daftar hadir

3. Jika dalam 3 kali berturut turut kelompok tidak membuat laporan kegiatan
maka kami sebage! UPK akan mempertimbangkan kembali dalam
perguliran kelompok dikemudian hari

4. Laporan bulanan kelompok cukup ditulis tangan dan ditandatangani oleh
ketua kelompok

Setiap anggota kelompok wajib membuat surat pengakuan hutang

w

PASAL 18
Ketentuan Penutup

Hal —hal yang belum diatur dalam aturan ini dan apabila dianggap perluy,
maka dapat dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangan dengan

petunjuk tekhnis operasional dan penjelasannya serta ketentuan lainnya yang
telah disepakati sebelumnya

Ditetapkandi  : Kalisat
. Pada tangagal - 15 Pebruari 2016
Pimpinan sidang
Ketua BKAD
E ?’,
u! Kholik

0801 198\ 031 022
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4.5. KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)

pinjam.

a.

b.

a.

b.

a.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan
pembenan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan

4.5.1. Tujuan dan Ketentuan

Tujuan Umum A

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi
kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha
skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan
memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong
pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan Khusus :

- Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun
sosial dasar.

~ Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi
rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

- Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.

4.5.2. Ketentuan Dasar

Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan .
Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok
yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang
professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian
dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan. harus berorientasi
pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan
aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

4.5.3. Ketentuan Pendanaan BLM. ’
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan
untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per
kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

— Sasaran Program
Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang
memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial
dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di
masyarakat.

— Bentuk Kegiatan .
Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai
tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang
“~mempunyai - pengelolaan dana simpanan ‘dan pengelolaan dana
pinjaman.
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Ketentuan kelompok SPP

Ketentuan kelompok SPP adalah:

_ Kelompok yang dikelota dan anggotanya perempuan, yang satu sama
saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang
sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

—  Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana
simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

—  Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber
dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

—  Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

—  Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

M

4.5.4. Mekanisme Pengelolaan

Penjelasan |

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program
memberikan beberapa penjelasan dalan tahapan sebagal

1

kan tetepi periy

=
S D

Cern

(Gl

a. MAD Sosialisasi .

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan

untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami

adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.
b. Musdes Sosialisast

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan

untuk kegiatan SPP di tingkat cesa sehingga peieku-Daiaku tingkat desa

memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan " proses
lanjutan. '
c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah d dusun/kampund

dengan proses sebagai berikut : )

_  identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk

xondisi anggota.
Kader melakukan identifikasi ~ perkembtangan kelompok SPP dan
melakukan kategorisasi kelompok yang ierdiri dari: Kelompok Pemula,
Kelompok Berkembang dan Kelompok S8iap. Proses kategorisasi
kelempok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompoX.
Menyiapkan - daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah
kebutuhan dan Daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi
pemanfaat.

_  rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar
dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok
sehingga depat menjadi pemanfaat.

—  Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:

1) Daftar kelompok yang diidentifikasi,
2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin,
4) Rekap kebutuhan pemanfaat.
d. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

_ Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan
Musyawarah Khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP
merupakan usulan desa.untuk kegiatan SPP. o

_  Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan
dalam paket usulan desa.
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Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan

proposal kelompok yang akan dikompetesikan di tingkat kecamatan.

Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai

berikut :

1) Sekilas kondisi kelompok SPP

2) Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan kondisi
anggota, kondisi Permodalan, kualitas pinjaman, kondisi
operasional, Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang,
Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana,

3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi
dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

e. Verifikasi
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP
adalah :

Penetapan Formulir Verifikasi.

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan
contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih
harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip
dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets , Management,
Earning dan Liquidity) yaitu : penilaian tentang permodalan, kualitas
pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Contoh Formulir ada
di formulir PTO.

Proses Pelaksanaan Verifikasi
Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :
1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
2) Persyaratan Kelompok )
3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :
- Permodalan
" Kualitas Pinjaman
. Administrasi dan Pengelolaan
. Pendapatan
. Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi
dengan daftar rumah tangga miskin.
6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM MANDIRI - PERDESAAN ) 60



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok :
- Tabel Indikator

perkembangan Kelompok

Nilai = 1 Nilai =2

SPpP
Nilai =3

Indikator

Ikatan pemersatu

. lkata

| lkatan pemersatu kegiatan kzgigtapne sliinrszt:
adziah domisili | kemasyarakatan / p

pinjam antara
satu tahun
sampai tiga tahun

ekonomi/ simpan
pinjam kurang
dan satu tahun
Mempunyai

kegiatan tetapi

lkatan
pemersatu

atau geografis
atau keluarga

Mempunyai
kegiatan simpan

Kegiatan

b ol mempunyat belum terencana | . i
angsg kegiatan secara dengan baik i pinl yand P
tujuan bersama = ; | masih berjalan
rutin ' ;
l dengan baik.

Pengurus
mempunyai

Belum Pengurus belum .
mempunyai mempunyai perterRlsan ruin
< tetapi belum dan
pengurus yang pertemuan tetap! L
disepakati oleh belum secara pury!
Pengurus - agenda
anggota rutin
pertemuan t

terencana

secara tertulis

Mempunyai iuran
tetapi belum
mencukupi untuk

Mempunyai iuran
wajib dan
sukarela untuk

Belum
mempunyai iuran
anggota secara

w

jawabkan

Dengan memperhati
nilai pada setiap in
kelompok dapat dika

dikator kemudian menjumiahkan nilai
tegorisasi menjadi :
Kelompok Pemula adalah jika hasil
indikator sampai dengan 9 (sembilan).
Kelompok Berkembang adalah jika ha
indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (

indikator diatas 18 (delapan belas)

7). Pembuatan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi,
- mencantumkan rekomendasi rekomendasi termasu
kelompok apakah sud
tangga miskin sebagai peman
kelompok

%

faat, dan kategorisas
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jkatan pemersatu
kegiatan simpan
pinjai= lebih dan

Mempunyai
kegiatan simpan

berkembang
dengan baik

Pengurus
mempunyai
pertemuan rutin

pertemuan yang

dengan baik.

gk Mempunyai Mempunyai

Belum ada kesepakatan Py s
. aturan tertulis AD/ART yang

kesepakatan untuk mencapal .
Aturan ; . tetapi belum telah
untuk mencapal tujuan bersama .

kelompok \uiuan bersama tetapi tidak seluruhnya dilaksanakan
‘ ! ’ p dilaksanakan dengan baik

Mempunyai iuran

sukarela dan
simpanan

furan anggota | o operasional operasional ; :
: wajibitetap i § sebagai modal
\ \ kelompok kelompok : abs kelompok
Merr?pvunyan' Mempunyai
administrasi administrasi
Mempunyai tertulis dan tertulis dan
Belum administrasi mempunyai me‘em -
L 1R x mempunyai tertulis tetapi laporan tertulis ) o
Administrasi e : ; laporan tertulis
administrast belum tetapi belum <
kelompok " : : dan secara rutin
- secara tertulis mempunyai secara rutin dipertanggung-
[E] i i - -
poran tertulis dipertanggung jawabkan

kan indikator-indikator tersebut di stas da

ah dalam kewajaran, keter

Nilai = 4

3 tahun

m yang terus

mempunyai
agenda

erencana

ajib , iuran

n memberikan

maka terhadap

penjumlahan nilai tipa-tiap
sil penjumlahan nilai tiap-tiap

delapan belas)
Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap

dalam BA tersebut

k jumlah usulan
libatan rumah
i perkembangan
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Pencairan Dana:

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :

—  Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri
SPPB dengan bukti penyaluran KW2.

—  Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.

— Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah
dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan
Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai
penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini
adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya
mengembalikan kepada UPK. .

—  Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran
kuitansi penerimaan dana.

—  Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat
kepada UPK.

Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi :

~  Pengelolaan Dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut :
Pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, Pengelolaan
Proposal Penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan dokumen
penyaluran : kuitansi, SPPB.

—  Pengelolaan Administrasi meliputi: Rekening Pengembalian SPP, Buku
Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.

—  Pengelolaan Pelaporan sebagai berikut : Laporan Realisasi Penyaluran,
Laporan Perkembangan Pinjaman — SPP, Laporan Kolektibilitas — SPP,
Necara, Laporan Operasional.

Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam,
dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi
realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan
pengembalian/kartu  pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman
pemanfaat.

Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah
dianggap layak-dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak
mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok
tunggu yang dilaporkan daiam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini
ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga
menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang
termasuk daftar tunggu.

. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana
bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah

_disepakati dalam MAD yang mencakup :

~ Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah :

1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah
jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat
miskin. o

2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandin - Perdesaan terutama
keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.

Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM MANDIRI - PERDESAAN 63
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Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun
kelembagaan kelompok.

. Pengembangan layanan kepada masyarakat

5. Pengembangan permodalan.

_  Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola
simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu
menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan
pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP,
secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi
pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan"
kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan
Dana Bergulir.

18
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BUPATI JEMBER

SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
- PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Menimbang

e

DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI JEMBER, =

./
(PNPM-MPd) tclah memberikan manfaat positil dalam pengentasan

kemiskinan guna meningkatkan kC%CJclht(,Iddn/md?Vdii at, khususnya
di Kabupaten Jember; o

whv.a dalam rangka mnumang/kehcrlanj\ L’lrﬁ 'NPM-MPd = di

Ik 31 e } 11
Kabupaten Jember dibutuhka gt PpENgl tan L‘U‘L’D(l k( bzmkdn dalam
rangkadnerhnd noar  wasratral sl ] } . 4 _
gka per ungan vz"é/..;;:. ~ddn |pelestaridh “hasfl pelaksanaar
DN D DA A s g <1 N 1 .
LS felalui peningkatan kapasitas-Badan
_ —_ s e ] Lt - - ]
sama Aptar-Tes gza1 pela ne o
- - - i ‘/./
[ 5
i I iInda o Narenr 19 £ B gl 3 sniang Pemhbentiilean
> CoinT —-— s P36 U il s il FAS : § - ciiip < ~c SR
o g | i —_ ,/ = - . . T * 4
Peraturan Perundang-undangdan (Lembaran Negara Republik Indonesia

TR S P DS S Rk arall IWeara. Ra oS
Frahun\ 2011 \O;O/éz, lambahan Lembaran Negara Republik
ndonicsia Nomor.5234);

4 Ux’)daﬂg-Unda’ﬁg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

"/

: a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mdr1ci):yla’(§desaan__,

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara ,

.Republik Indonesia Nomor 5495);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrmtdhdn Dacrah';;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan -

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

‘ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

0.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pecdon an Teknis Peraturan di Desa; '

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1113 Tahun 2014 ‘j'tc.‘ntang

Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mcekanisme Pengambilan Keputusan Musvawarah Desa; '
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RPenggunaan-DanatBesa;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14)

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kakupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008
Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN

JEMBER. —
—
—— ‘///
KETE A
NTUAN UMUM ) W
Pasal 1 e /)
N \a |
N i35 D : - 1 1 1 1 ; | ™ | |
D Peraturan ini yang dimaksud dengan: 7" AN
—-m,—? ;f ¥ a::f—:‘ifj 75_:; a: ?,:—i beserta Perangka abupaten sebagai unsur —
s e w & ,_,‘,": i /_,/
P DUupaic & h KabupaieaJember —

: ¥ i gl = = =
— o — - -~ e -~ 3 o~ — - —_ - -— — — = —
PO GUds & g odl Gl = = =~ = - =
> = = ~
IS 1t UGS an-1masyda c KUIT g n S a
= .45 n OdidsS d dilg
- 5 ~ 1 - 1 * -

a I 3 _ e menotiriie urusan pemerintahan aaniinoan

SUTWOT g Liitun I3« L {ic ...l.,\lv.\ Se C ctiiciid, ﬁe;)\.ut..‘:f‘..

masyarakal setémpat berdasarkar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisiomal yang di i dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. |
6. Pemerintahan _BPc¢sa adalah penyclenggara urusan pemerintahan olch Pemerintah
Desa dapn-BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihormati dalam
_~~sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkal Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

8. Program Nasional Pemberdayaan ‘Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya
disingkat PNPM MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu
dan  berkclanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan
pengembangan dari Program Pcngembangan Kecamatan (PPK).

e
s

adalah-asct scbagai hasil pembangunan partisipartil berupa bangunan fisik berikut

non fisik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir yang masih terus

berlangsung dalam pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

10. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan  kepastian  hukum,
mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasi -

hasil pcmbangunan partisipatil yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna

mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

Hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaar.-
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Baids Ve S ~ Amfar Decno . . 3

badan \€rjasama antar uvcsa ang selanjutnya d

K vangrgdn leh) masyaraka-anjar desa, sebagal, org:

Loacamalan  vans Noe dArnocdn menooting ks A IR —
kccamatan vang vitas dengan menggunakan penackatan pcmberdayaan

masyarakal dan mencrapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program
pcmbangunan partisipatil.

12. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit sebagai
pelaksana teknis BKAD untuk mengelola asel dana bergulir dan dana bantuan
lainnya.

13. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), yang selanjutnya disebut
Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk
melaksanakan pengawasan internal baik sccara rutin atau insidentil dalam hal
pengelolaan  kegiatan  dan kcuangan olch unit lembaga tcknis BKAD scrla
bertanggung jawab kepada masyarakal melalui BKAD.

14. Musyawarah Desa, yang sclanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah
masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.

15. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas
desa yang dilaksanakan secara sukarcla atas dasar kesepakan antar desa disatu
wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu, —

16. Musyarawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa, yang sclanjutnya /d'lscb/ut
Musrcnbang Desa adalah forum  antar pemangku kepentingan ’_da»l'éﬁ rangka
menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa. L

17. Musyarawarah  Perencanaan Pembangunan Kecamatan//gei'émhdltnya disebut
Musrcnbang Kecamatan adalah cmangky /l@‘,\b#ritingan dalam

R Tirr - S dalah tim = gota masvyvaraka ang memilik: -
= # ezhlian s prasarandg,’/ sfmpan :‘”_:‘/“/
20. Tim Pengelola] Kegiatan, yan lapjatnya disingkat TPK adalah um yang dibentuk
olch masyarakat” melalui musyawarah desa dan ditctapkan melalui keputusan
1 1 - "
kepala desa, yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembangunan
partisipatil. i

21.Tim Pemelibaraan adalah tim yang dibetuk dari anggota masyarakat yang dipilih
dari mwSyawarah desa  atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan’
_bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatil.

.27 Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat schagai mitra pemerintah desa
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi scrta kebutuhan  masyarakat di
bidang pembangunan. :

23 Badan Permusyawaratan Desa, yang sclanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk  Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan seccara
demokratis. |

24, Asel adalah hasil-hasil pembangunan partisipatil meliputi aset produktif, aset non
produktif, kelembagaan dan pola pembangunan partisipatil. S,

25, Simpan Pinjam Khusus Perempuan, yang sclanjutnya discbut SPP adalah simpan
pinjam untuk kelompok perempuan yang bersifat bergulir, ‘ -

26. Satuan Kerja Per: agkat Dacrah Kabupaten, yang sclanjutnya disingkat, SKPD
Kabupaten adalan pelaksana fungsi ekskutif di tingkat kabupaten.
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BAB II
STATUS DAN LEMBAGA PELAKSANA PERLINDUNGAN,
PENGELOLAAN DAN PELESTARIANASET

Bagian Kesatu
Status Aset
Pasal 2

(1) Aset yang harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan terdiri dart:
a. bangunan sarana prasarana produktif dan non produktif;
b. aset produktil yang berupa dana bergulir; dan ‘ ,
¢. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah
terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelola.
(2) Asct schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan, dan
statusnya tetap menjadi milik masyarakat.

Bagian Kedua
Lembaga Pelaksana
Pasal 3

P = . 5 . /'/‘ .
(1) Lgmbaaa Pplaksan: perlindungan, pengelolaan dan pclestarian_aset, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan olch BKAD.

) dimak ! .//,f‘(/,..
BKAD schagaimana dimaksud pada ayat (1) terma%@adﬁ; K¢ \a ma yang telah

lakunya—Peraluran | Bupali| ini termasuk

R - R - s N g : B 1°1 1 1
cepengurusannya )aitff-Badan Kerjasamgryang dibenluk dan -~
Y ELSEn2an eeigen r 3 - ] 1/advt radan ner T/;T/v"
-~ — (/'//
— o
BAB III

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET

el Bagian Kesatu
Perlindungan
e Pasal 4

Mckanisme perlindungan Ascl dilaksanakan meclalui tahapan schagal berikut:

(1) Inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif
oleh BKAD untuk disahkan oleh Bupati melalui Camat sebagai asct- masyarakat
yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD antara lain berupa :

a. BKAD menyusun dan menectapkan struktur kelembagaan = dan aturan yang
berkaitan  dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset yang
dituangkan dalam Anggaran Dasar ~dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

b. Anggafan Dasar sebagaimana dimaksud pada hurul a, memual nama, tempat,
kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, asas, prinsip, dasar hukum,
landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan,
sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, persclisihan dan pembubaran;
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c. Anggaran~“Rumé&t 'Tangge - seBagaimana’ ‘dimalkeud Y pada hurul a, memuat
ketentuan umum, keanggotaan BKAD, Kelembagaan BKAD, pengurus BKAD,
I

musvawarah BKAD, kclembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional
Badan Pengawas, kelembagaan  operasional  tim verifikasi,  kelembagaan
operasional  tim,  pendanaan,  kelompok  pemanfaat,  sumber pendanaan,
administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan
penycelesaikan kewajiban;

d. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada hurul a harus
menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang disetujui MAD dan disahkan
oleh Camal; dan

¢. Lembaga hasil bentukan BKAD scbagaimana dimaksud pada hurul a berpedoman
pada Peraturan Bupati ini. o

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 5

Pengelolaan aset  meliputi  kegialan perencanaan pembangunan - partisipati
pengelolaan kegiataa antar desa, pengelolaan asct produktil dan kerjasama «
pihak ketiga. e

Perencanaan pembangunan partisipatil scbagaimana dimaksue” Ioada ayat (1)

meliputi : //
a. meningkatkan kualitas musyawarah di desa dan aptaf, deSa; »\‘\J} 1

—~1 ~
2N in 2By S E s TR g e

:,:r//qef‘:igzsa rkan Pengkajian Keadaan

o Jall

=T E = — = el L — s St i . i
—_— - - - Rp—— . - I . - g 3 - - —
N v - = s — Zs o = - -~ —_—— = = R
* NS e s e R i s e F% T e
L — R = S = TN — s
et = o e =t = = € o =
= = . . s = = i - O e il
= i G = b m i B & =k i s ess Can KA LCSE
- - — = === O e === e B ——
2t 3 - il F - i -Ee &+ CiE Ll = s SR § =g — o L Ga
RKPD. program pembeérdayaan, CSR dan dapaSwadaya
: 2 —
o 2 == rett e = - = B — ST TN -
£ ~ r < o« ~ ~
C Ciil 2 Ul oa CiS = 8.4 : L i il > 3
= i
e L RAoyny A e WA N D 2N
se a ela 2B )esa Sre o Desa. RKP. APBDesa
SCifilla 1IiCialluid .‘\/,,\,.nux..bm U 18 LJESd, NI S1€8a
= >

memfasilitasi-Pemerintah Kebupaten dan pihak lain agar menjadikan RPJM Desa
schagal saLu-saLunxaxsﬁ/mbcr usulan di Desa;

g. mendorong p/(:nyéfarasan Hasil Musrcnbang Kecamatan dengan Renstra SKPD
untuk merghasilkan Renja SKPD yang partisipatil;

thg terwujudnya pengelolaan pemcerintah vang baik (Good Governance)

_—di desa dan kabupaten;

i. mendorong terwujudnya kelembagaan mas: arakat dan pemerintah yang lebih
partisipatif;

j.  memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok Rumah Tangga
Miskin (RTM) dan perempuan agar berperan aktlf dalam sctiap kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;

k. memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan
untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan;

|.  meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam
kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;

m. memlasilitasi pemerintah untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
scperti LKD dalam perencanaan, pclaksanaan dan pclestarian pembangunan;
dan ,

n. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dunia usaha,
dunia pendidikan, legislatil dan pclaku lainnya dalam rangka memperkuat
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3) Pengelolaan kegialan, anlar desa.scbagajmana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memlasilitasi,) Ferencanakan 'danymengelols kerjdsamd ‘antar’desa;

b. melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra
pengembangan ekonomi, sosial dan budaya antar desa,;

¢. memlfasilitasi penanganan dan penyclesaian masalah persclisihan antar desa dan
masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa; dan

d. mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.

(4) Pengelolaan asel produktil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memlasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitan
pengelolaan aset produktil, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;

b. mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan
basis kegiatan secbagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis
program;

¢. mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat kecamatan;

d. mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga  usaha desa vang berbasis
pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;

¢. mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang
handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas; '

. mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang prolesional dan mdcpcnd/cu/

g. mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK scsuai dcn/gdn’kcbutuhan
tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan T “1

‘:t:rfglm‘g in clektilitas pemberlakuan dan p(lcxkscyaﬁ g;cm) s lokal sebagai

,(a‘ks/u/’ézdfg;\zvit%) neliputi:

()]
i

g
a. bangunan|sarana prasa}":?o/c'asar masyarakal seperti jalan, jem bdtdl‘l saluran
irigasi dan lain-lain; '
b. bangunan sararia prasarana keschatan dasar masyarakat, seperti gedung
Posyandu, gedung Polindes, gedung Ponkesdes, MCK dan lain-lain;
& bapgundn sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat, seperti gedung PAUD
/g,cdung) TK, gedung pusat pelatihan masyarakat, dan lain-lain; dan
/"/d. sarana prasarana produktif, seperti Pasar Desa, Pengelolaan Air Bersih dan lain-
lain,
(2) Asct scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dan
statusnya menjadi asct desa yang ditctapkan mclalui Keputusan Bupati.
(3) Pengelolaan terhadap asct desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui

Peraturan Desa.
Pasal 7

(1) Pelestarian asct yang berupa bangunan sarana prasarana dzwar__dilakukan olch tim
pemeliharaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. :

(2) Pclestarian asct yang merupakan asct produktil berupa dana bergulir dilakukan
oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.

(3) Sinkronisasi dan pengembangan tim pelestarian di tingkat desa dil lakukan oleh LKD.

(4) Pendanaan kegiatan pelestarian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

/
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BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PEMERINTAH DESA
TERHADAP ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

Bagian Kesatu
Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Produktif
Pasal 8

(1) Terhadap asct produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:

a.
b.

G

mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program BKAD;
membangun partsipasi masyarakat desa dalam upava menjaga kelangsungan
perlindungan, pengelolaan dan pelestarian asct produktil;

meningkatkan ketaatan masyarakal untuk melaksanakan kewajibannya sebagai
pcnerima manfaat;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai
program yang ditetapkan BKAD;

memberikan laporan, baik lisan dan/atau tertulis atas pcenerima manfaat, baik /
diminta atau tidak kepada BKAD; dan

bertanggungjawab dalam meclakukan penanganan dan

p/yw}c/alan

pcrmasalahan pengelolaan dana bergulir di desanya.

(2) Fcrhadap asct produktil, Pemerintah Desa berhak:

?.,

(1)~

.

b/mgmnglnukan fungsi dan kesinambungan manfaatnya,;

=,

memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pcngc
asct pre qu ily ang dilaksanakan BKAD; dan

o1
gian keuntungan

‘/

()Ed!}] i dan pelestarian

QSW atas dana yang dikelola

\\
1 \-
M\ S
\
L
\

e L - Bagm\edua
Kewajiban, Hak dan/Lﬁngan terhadap Aset Non Produktif

L Pasal 9
=

crhddap aset non produkuf Pemerintah Desa berkewajiban:

mepjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada

dan

memberikan laporan sccara tertulis atas kondisi dan pengembangan manfaat
ascl prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui BRAD sclempat,

(2) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berhak:

a.

1.

mengelola, menggunakan dan mencrlma keuntungan atas pemanfaatan aset

prasarana dasar yang ada; dan
menggunakan peruntukan hasil keunt tungan atas pemanfaatan asct prasarana

dasar untuk kepentingan desa.

(3) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa dilarang:

.

b.

lain yang bukan menjadi

aset plh']k

mengalihkan  pengelolaan . kepada

kewenangannya; dan
menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kcpada plhak lain ycmg bukan

menjadi kewenangannya.
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BAB V
TUJUAN, FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KERJA BKAD

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 10

BKAD dibentuk dengan tujuan :

d.

o

N

~
{

0]

d.

= y et L "3 .
| 2N ALdll ALl ~— A -~ = -

melesturikan  dan  mengembangkan  kegiatan  dana bergulir - vang dihasilkan
pembangunan partisipatil dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan
pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;

melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung
usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akscs lembaga keuangan,
mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan
sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat,

membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan; B
membantu  terwujudnya integrasi  program-program = yang berbasis pada
pemberdayaan masyarakat; dan | /
mendorong  masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap kebe
anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan Kemiski

Bagian Ked 7] }
rogs [ Bl

| 1
|
| 1

Dy

\

N

on

S
I

ketiga atas dasar kepurusan MAD;

had

pengelolaan P(;p’géﬁ'asan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap

L 2 3 - 4 . r .
kelembagaan UPK, Badan-Fcngawas, Tim Verifikasi dan lembaga pendukung lainnya;
dan P .
pcngcmba1“1gzm/(‘f<onomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan
z;xt.z-.lsrp/oten/Q yang dimiliki schingga terbentuk kawasan perdesaan yang memilikl
kew ggulan-keunggulan di bidang tertentu.

g Bagian Ketiga
Peran
Pasal 12

BKAD menjalankan peran sebagal :

pengelola sistem pembangunan partisipatif;

pengelola kegiatan kerjasama antar desa;

pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaanny:. dilakukan oleh UPK;

pengelola kerjasama dengan pihak ketiga,; dan ' ’
pengembang kegiatan usaha alternatif (ecrmasuk pengembangan pembangunan

ckonomi kawasan perdesaan.
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Bagian Keempat
Prinsip Kerja
Pasal 13

BKAD mecnjalankan keglatannya dengan menjunjuns linggi prinsip-prinsip kerja sebagai
berikut :

a. kepastian hukum;

b. berorientasi pada masyarakat miskin;
c. partisipasi;

d. keadilan dan kesetaraan gender;

¢. demokratis;

f.

transparansi dan akuntabel;
¢. prioritas; dan
h. keberlanjutan.

Pasal 14
(1) BKAD dalam menjalankan fungsi, peran dan tujuannya, atas pertimbangan efisiensi//
dan clektifitas dapat melakukan pengadaan berbagal sarana dan y rana
termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan. e ‘
(2) Pengadaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ),&l.txj'ga kescpakatan
MAD ,“F”U“‘ sclanjutnya harus mendapatkan persctujuan B_u-p‘iifimc}llalui SKPD yang

gl eSS k \ £ %
-4 o e !
g A
- // S~
» -
a TSI A
BAB VI - 3 e
~ 7 ) 5 -
ITAW T2 - TrITETA TTRAY g T —, T~ p——TE— T A o DY ™
HAR Ay ADW AU LD PERGLEUS SR LA :‘:.."._‘.—;.W.—‘_-'".-- BEALD
e 1§ : b C z Gd C Ji102 < §LES
) Nna
K. Iian

L i
-0 ! ) r e 3
S AL, KCCuall

1. melakukan fs/ega“i’z( perbuatanhukum untuk dan alas nama
untuk menjual, memir/ldahﬂan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
2. memperolch honorafium dan operasional lainnya sesuai dengan RAB BKAD yang

telah disc‘l/uju’l/dan ditctapkan dalam MAD atau Musrcnbang Kecamatan; dan

3. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disctujui dan ditctapkan oleh

/{MA .
b"kewajiban :

-

- | melaksanakan keputusan rapat MAD;
2. mengajukan Rencana Kerja dan RAB tahunan pada MAD;
3. mengelola keuangan kcelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
4 membual laporan pelaksanaan kegiatdn dan pengelolaan keuangan maksimal 3
(tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas setahun sekali kepada
masyarakat melalui MAD.

Bagian Kedua
Pendanaan BKAD
Pasal 16

(1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari kontribusi  desa-desa yang
. UK O o an dari Pemerintah Kabupaten, r

rIrnins
SUurpius
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térarh disepakat! bersumber dari
surplus alau pcndapatan jasa keuangan / pinjaman Dana :Scrguhr stimulan biaya
opcrasional dari pengelolaan program scbagai tambahan jika discpakati MAD,

keuntungan pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD.

BAB VII
'PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Kabupaten
Pasal 17

(1) Bupati adalah pembina dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil-hasil
kcgiatan pembangunan partisipatil ditingkat kabupaten.

(2) Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam memberikan -
pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar desa da/a.m
bentuk BKAD.

(3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian asct, Bupati_meTalui SKPD
vang ditunjuk memiliki kewenangan scbagai berikut .//{q

/
a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasit d%)n’lb( c\}\\’{“

manusia bagi

pcnvurus BKAD; | O N
b.r aﬂgcm. an L*(m"*an dana pe blnddl’l dar xABBDﬂmbupaN\ A hml ;
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Kepala desa merUpakan pcmbina dan penanggung jawab dalam pelestarian hasil
pembangunan partisipatiftingkat desa.
(2) Kepala desa selaka-Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat
menerbitkan.- Peraturan Desa, Keputusan Kepala D(‘S(J dan Peraturan Bersama,
lxcpal,a Désa. :

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 1_ 9

(1) Pengawasan internal BKAD dilakukan oleh tim yang bertindak sebagai Badan
Pengawas  yang dibentuk dan ditetapkan oleh  Forum MAD untuk bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan BRAD, yang mckanisme
pelaksanaannya diatur dengan AD/ART.

(2) Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd dilakukan olch
Inspcktorat Kabupaten atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati..
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BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20

(1) Apabila terjadi  persclisihan kerjasama  antar desa dalam melaksanakan,
perlindungan, pengelolaan  dan  pelestarian  pembangunan  partisipatif, maka
penyelesaian atas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat
dengan [asilitasi Camat sebagai mediator. ,

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka
ditempuh melalui jalur hukum,

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sctelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka BKAD
dan UPK 'yang telah ada dan beroperasi harus menyesuaikan diri dalam rangke
perlindungan, pengelolaan  dan  pelestarian  aset  pembangunan partisipatif sesuai
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupalti ini. D "

A

BAB XI e

KETENTUAN PENUTUP [ ARURIE
Passa vy / o
,/‘/ = =

Sinte [ | Deepen e 201
= BUPATI JEMBER,
T | ted
L | MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
N PEMERINTAHA
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Lampiran Surat Perjanjian Kredit
Tanggal : A -\ 2 2015

' | DAFTAR TANDA TERIMA PINJAMAN
KELOMPOK : NURUL ISLAM |
DESA  :PLALANGAN

o] wm ALAAT | O T AR TARGACR
1 |FITRIYAH 3.000.000 |1,
3 |AMINA 3.000.000 |3
4 |YATI 3.000.000 | A& |
5 |IDA 3.000.000 |5 |
6 |KUSYATI . ' | 1.500.000 | QM &
7 IISTIANAM : | 3.000.000 [AS fgtza % l
8 |ASIBA ~ 1.500.000 | W;g 8 '
9 l'HATINA I‘ 1.500.000 9 y D |
10 |MIWATI | 3.000.000 | 10 |
11 |MAISYAROH | 1.500.000 |11 /, - |
12 [ISTIANA F 3.000.000 | |
113 |YuuATIN 1 | | 3.000.000 |
14 |ANI YULIANA = 3.000.000 |{_
15 |HALIMA - | 1.500,000 {1° M
16 |BSUTIK , 3.000.000 16 d\jl {
17 |NUR AFIA | 3.000.000 |17 /ﬁ/\) . J 3
18 |KUSTINA | - 3.000.000 %ﬁ( I
19 |YULIATUN J 3.000.000 |19 T |

{
L—-———.._:'

JUMLAH . " 49.500.000
Plalangan, ... 2. . Y¥U LY. .
Ketua Kelompok Sekretaris Kelompok

At t:
W <UL

COFITRIAM [ SueNek
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LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua UPK (Unit Pengelola K egiatan)
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3. Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2 dan Jenis
Usaha Warung
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5. Wawancara dengan Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa dan Usaha Jual Bibit
Lombok

6. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah K etua Kelompok Ahrommah dan Usaha Jual
Sayur Keliling
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7. Wawancara dengan Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak dan Usaha Rongsokan
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9. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Jaya Makmur dan Usaha
Jual Ikan Hias

10. Wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa dan Usaha
Jual Mie Bungkus
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11. Wawancara dengan Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B dan
Wawancara dengan Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah

12. Wawancaradengan Ibu Susyati Ketua Kelompok PKK Desa dan Wawancara
dengan Ibu Slamet K etua Kelompok Muslimat
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13. Wawancara dengan Ibu Vita Ketua kelompok Dahlia 28B dan Wawancara
dengan Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma
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14. Wawancara dengan Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28 dan Usaha
Anggota SPP Ibu Holifah Jual Krupuk
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15. Usaha Anggota SPP Jual Bensin dan Bengkel
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